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KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA
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TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2021

BUPATI BANJARNEGARA,

: a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran

pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah
diperlukan adanya kelembagaan sinergitas pimpinan
pemerintahan daerah dan instansi vertikal;

b. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pembentukan Forum Koordinasi
Pimpinan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah  Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4168);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia Negara (Lembaran Negara
RI Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 4401);

5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara
Nasional Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2004
Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
4439);

6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara RI Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4150) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4150);
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Undang-Undang: Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan . Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 5234) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkup Provinsi Jawa Tengah;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor
6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pen%f:iolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Tahun 2011 Norfior 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara RI Tahun 2015 Nomer 2036) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);



Menetapkan
KESATU

KEDUA
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Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran
Daerah Kabupatén Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Daeran Kabupaten Banjarnegara
Nomor 286);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun
2020 Nomor 7);

17. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2020
tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 2).

18. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 72 Tahun 2020
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021
(Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020
Nomor 72).

MEMUTUSKAN :

Membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banjarnegara
sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas

‘menunjang kelancaran urusan pemerintahan umum
g

meliputi:

1. Pembinaan wawasan kebangsaaan dan ketahanan
nasional dalam rangka memantapkan pengamalan
Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal lka serta
pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

3. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan
yang ada di wilayah daerah kabupaten untuk
menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan
memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia,
pemerataan, dan keadilan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
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dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas
keamanan; Z

5. Penanganan konﬂi‘k-r sosial sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

6. Pengembangan  kehidupan demokrasi  berdasarkan
Pancasila.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum
KEDUA, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah melaksanakan
rapat kerja secara periodik dan/atau sewaktu-waktu sesuai
dengan kebutuhan.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya
Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran
2021.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 12 -1 _20021

BUPATI BANJARNEGARA,

|
BUDHI SARWONO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

. Inspektur Kabupaten Banjarnegara;

. Kepala Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara;

. Kepala BPPKAD Kabupaten Banjarnegara;

. Kepala Bakesbangpol Kabupaten Banjarnegara ;

. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Banjarnegara;,
. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara;

. Yang bersangkutan.
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KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 130.1/ g  TAHUN 2021

TENTANG
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SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2021

NO. JABATAN DALAM DINAS KE]%‘%%IIJ{%%?M%X‘AM
1. | Bupati Banjarnegara Ketua
2. | Wakil Bupati Banjarnegara Wakil Ketua
-8. | Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara Sekretaris
4. | Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara Anggota
5. | Kepala Kepolisian Resor Banjarnegara Anggota
6. | Komandan Distrik Militer 0704 /Banjarnegara Anggota
7. | Kepala Kejaksaan Negeri Banjarnegara Anggota
8. | Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Anggota
9. | Wakil Kepala Kepolisian Resor Banjarnegara Anggota
10. | Kepala Staf Distrik Militer 0704 /Banjarnegara Anggota

BUPATI BANJARNEGARA,
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BUDHI SARWONO
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